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ABSTRAK

Dominika : Implementasi Program Beras Miskin di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak
Selatan, Kota Pontianak. Skripsi. Pontianak: Program Studi limu Pemerintaban Kerjesama Fakuitas limu
Sosial dan Nmu Politik Universitas Tanjurgpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan
Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan serta menganalisis foktor-fakior spa saja yang menyebabkan
implementasi program raskin di Kelurshan Benua Melayu Laul yang belum terlaksana dengan baik. Penelitian
il menggunakan model pendekatan Kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalsh deskriptif, dengan
subyek dalam penelition ini adalah pemerintah yakni pihak Kelurahan Benua Melaoyu Laut selaku pihak
implementor dan masyarakat yang terlibat dalam implementasi program beras miskin ini. Tknik pengumpulan
data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi serta dokumentasi.Hasil Penelitian ini menunjukkan
bahwa dari kurang maksimalnya implementasi program raskin & Kelurahan Benua Melayu Laut di pengaruhi
oleh heberapa faktor, faktor vang pertama, berups Komunikasi kvranp diedakennyn sosialisasi yang
menyebabkan kurangnya pemahaman masyaraknt mengenai raskin sangat minim. Kedua, fakior sumber daya
datam hal ini kureng memadainyva fasilitas sumber daya di dalam implementasi program raskin. Ketiga, sikap
implementor vang kurang mendukung dan kurang merespon terhadap permasalahan vang ada didalam
implementasi program raskin ini menyebabkan program raskin yang dijalankan tidak berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : implementasi, program, beras miskin (raskin), komunikasi, sumberdaya, dan dispasisi.

ABSTRACT

Dominika: Implementation of Berps Miskin (Raskin) Program in Benua Melayu Lout Village,
Southern District of Pontlanak, Pontianak City. Thesis. Pontianak: Program Studi llmu Pemerintahan
Kerjasama Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat. The purpose of this study is to describe and analvze what factors are causing the Beras
Miskin (Raskin) Program implementation in Benua Melayu Laut Village which has not done well. This study
used a qualitative approach models. This research used descriptive method . with the subjects in this study is the
povernment of Benua Melayo Village as the implementor and the people involved in the implementation of this
Raskin Program. Interview, observation, and documentation was used for data collection. The results of this
study indicate that the implementation of the Raskin Program in Benua Melayo Laut Village is is nol optimal
and influenced by several factors, the first factor, @ less communication sociafization that leads io & lack of
public understanding about Raskin. Secondly, resource factor in this case the lack of adequate facilities in the
resource Raskin program implementation. Third, the implementor unfavorable attitudes and less responsive to
the existing problems in the implementation of this program led to Raskin program is not running optimally.

Keyword : Implementation, Program, Beras Miskin (Raskin), Communication, Resources, and
Disposition.
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2. Tepat jumlah, jumlah beras Raskin yang
merupakan hak RTS harus sesuai dengan

berlakn,
ke/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.

3. Tepal harga; hargs berss yang dibayar
keluarga sssaran penerima  manfaat
schesar  Rp.1.600-Kg netto di titik
disiribusi.

4. Tepat wakiu; wakiu pelaksaan penyaluran
beras kepada RTS sesuai dengan rencana

ketentuan  yang yaim 15

penyaluran.

5. Tepal administrasi; lerpenuhinya
porsyaratan  adminisiras] scoara  bonar,
lengkap dan tepat waktu.

Tepat kualitas: terpenuhinya kualitas beras yang
sesuai dengan kualitas beras BULOG,

Ranvak pelaksansan vang tidak samn dengan
tujuan yang ada pada Pedoman Umum Raskin, salah
satunya i Kelurshan Benua Moelaye Laul
Permasalahan yang térjadi dalam implementasi
program raskin df Kelurshan Bepua Melayu Laut
antara lain,  Pertama, kurang homuenlkas) borupa
kurangnya diadakannya sosialisasi yang menyebabkan
kurangnya pemahaman dari masyarakatnya mengenai
program raskin tersebut dan bersikap tidak peduli.
Kedua, akurasi Data Rumah Tangga Miskin (RTM)
di Kelurahan Benua Melayu Laut belum sepenubmya
akurat sehingga banyak penduduk miskin yang tidak
terdata. Ranyak mosyarcknt miskin yong berhak
menerima raskin dikavenakan tidak masuk didalam
data yang ada didalam penerima raskin di Kelurahan
Benua Melayu Laut. Ketiga, sikap Implementor yang
dirasakan kurang mendukung didalam implementasi
piogram  raskin, dengan sikap yang kurang peduli
(acuh tak acuh) menanggapi keluhan-keluhan dari
pihak masyarakal miskin yang menerima jatah raskin
dan masyarakat yang tidak mendapatkan jatah raskin
, menyebabkan program reskin yang dijalankan di
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Kelurshan Benua Melayu Lawt tidak dapat berjalan
baik dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Wilayah kerjn pemerintah Kelurahan
Benua Melayu Laul memiliki loas wilayah 356
Ha/0,58 km dengan batss wilayah disebelah Utara
Sungal Kapuas, sebelah Selatan Kel. BMD Kec,
Pontianak Selatan, sebelah Barat Kel. Darat Sekip
Kee. Pontianak Kots, sebelah Timur Kel. Bansir
Laut
sementarn yang diperoleh peneliti dilapangan,
bahwa pendodok Keluraha Benua Melayn Laot
Tahun 2013-2014 sesnal dengan wmonasgrafl per-
semesternyn, jumlah seloruh Kepala Keluarga
2.827 jiwa. Jumlah penduduk miskin 215 KK.
Dengan jumlah penduduk miskin yang masuk
kriterin penerima manfast Program Raskin
(menurul Standar BPS) yaitu 146 KK,

Kee. Tenggars. Berdasarkan informasi

Fenomena yang terjadi di atas mengindikasikan
bahwa implementasi program raskin di Kelurahan
Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan,
Kota Pontianak belum terlakssna dengan balk. Maka
dapat dikataken bsghwa program yang bagus belum
tentu berhasil jika pada tahapan Implementasi
ditemukan  kendala dan  masalah  dalam
pelaksanaannya. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi
Pemerintah untuk terus meningkatkan apa saja yang
menjadi tujuan utama dari program raskin. Oleh
karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian
mengenal “Implementasi progam raskin dan faktor-
faktor yang mempengaruhi dalam  implementasi
program raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut,
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontisnak dengan
alasan urgensinya masalah tersebot™

L. Fokus Penelitian
Adapun fokus masalah penelitian tersebut ialah
" Implementasi program Beras Miskin (RASKIN) di
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Kelurahan Bemua Melayu Lawi, Kec. Pontianak
Kelatan, Kota Pontianak ",
1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat, berdasarkan
latar belakang yang ielah dipaparksn tersebul di atas
adalah :

Faklor -
Implementasi program Beras Miskin (Raskin) di
Kelurahan Benus Melayu laul Kecamatan Pontianak
Selatan Kola Pontisnak belum terlaksana dengan baik?

fakior ape saja yeng menyebabkan

4. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini
adalah ;

Untuk mengetahui  faktor-fuktor  yang  menjadi
humbaiun  Ioplementasi  Progrom Berns  Miskin
(RASKIN) di Kelurshan Benua Melayu Laut,
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang
belum terlaksanakan dengan baik.

5. Manfaal Penelitian
a. Manfaat Teoritis

Adapun  yang menjadi manfaal  dari

penelitian ini adalah :
Penelition ini dapat menambah pemohaman berupa
iling  pengetahvan  yang  berkenaan  dengan

Implementasi Kebijakan mengenai Program Beras
Miskin (Raskin).

b. Manfast Praktis
1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
memberi masukan kepada pemerintahan
sehagai pelaksana program dari
pendistribusian  reskin  bagi masyarakat
miskin di setiap tahunnys di Kelurahan
Benua Mclayu Laul, Kecamatan Pontianak
Selatan, Kota Pontianak khususnya lentang
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Implementasi  Program  Raskin @ dan
menyadari betapa pentingnya raskin bagi
kehidupan  masyarnkat untik
menscjahterakan  kehidupan. Dan  bagi
pemerinteh terkait, penelitian ini diharapkan
dapat  dijadikan bahan  pertimbangan
alternatil” dan masukan atav evaluasi dalam
penentuan kebijakan schingga dapat menjadi
alat monitor bagi pelaksanaan selanjutnya.

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk
meningkatkan dan mengembangkan
kemampuan berpikir dan menulis melalui
karva ilmish, sesuai dengan
pengetahuan yang telah diperoleh selama
kutiah di Program Studi Ifmu Pemerintahan

Fisip Untan.

miskin

b3

ilmu

3. Sechegai behan masukan bagl pthak-pihak
yang membutuhkan khususnya bagi Kantor
Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatsn
Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

B, KFERANGKA TREORI DAN METODOLOGCH
1. Keranghka Teori

Implementasi kebijakan merupakan salah
satu tahapan darl proses kebijakan publik (public
policy process sekaligos studi yang sangat crusial},
Bersifal crusial karena bagaimanapun baiknya suatu
kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan
secara baik dalam implementasinya, maka tujuan
kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula
sehaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan  dan
perencanaan  implementasi  kebijakan, kalau tidak
dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan jugs
tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau
menghendaki tojusn kebijakan dapat dicapai dengan
baik, makn bukan saja pada tahap implementasi yang
harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik,
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tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan
kebijkan juga ftelsh diantisipasi untuk dapat

diimplementasikan,

Model yang digunakan untuk menganalisis
implementasi kebijakan ini jalah Model implementasi
Edward 111 {dalam Widodo, 2008:96), agar kebijakan
berjalan lancar, sangat tergantung pada model proses
Implementasi kebijakan  disustu  program.
Implementasi kebijakan model George Edward 11
(dalam Leo Agustino,2006:148), terdapat empat
varfabale  yang  mempengaruhi
kebijakan publik. Dimana pengukuran keberhasilan
implementasi  kebijakan tersebut terdapat empat
variabel. diantarmnya peneliti
variabel tersebui, yaitu:

implementasi

mengguneken tiga

1. Komunukasi
2. Sumber Daya
3. disposisi
George  Edward  1II,
Apustino, 2006:150-151)  juga
bahwa
1. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan
pencapain  tujuan  dari  Implementasi
kebijakan publik. Implementasi yang efektif
terjadi apabila para pembuat keputusan sudah
mengetahui apa yang akan mercka kerjakan.
Pengetahuan atas apa yang skan mereka
kerjakan dapatl berjalan bila komunikasi
berjalan baik, sehingga setiap keputusan
kehijakan dan peraturan implementasi harus
ditrasmisikan (atau dikomunikasikan) kepada
bagian personalia yang depat. Selain ilu
kebijakan yang dikomunikasikan pun harus
tepat, akural, dan konsisten. Komunikasi
diperlukan agar para pembuat keputusan
dan para implementor akan semakin
konsisten dalam  melakssnskan  selisp

(dalam Leo
menjelaskan
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kebijakan wang akan diterapkan dalam
masvarakat,
2, Faktor Sumber daya (resowrces)

Menurut Edward 111 (dalam Widodo, 2008 :
98) bagaimana kejelasan dan konsistennye ketentuan-
ketentuan atau aturan-sturan, serta  bagaimana
akuratnva penyampaian  ketentuan-ketentuan  atau
tersebut, jika pelaksana kebijakan
kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk
melakukan  pekerjaan efektif, maka
implementasi kebijakan tersebut tidak akan efiktif.
Sumber daya sebagai mana yang telah disebut
meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggran,
dan sumber daya fasilitas ( gedung, peralatan, tanah,
transportasi dan suku cadang lainnya) yang diperfukan
dalam melaksanakan kebijakan.

alirad-aluran

secars

3. Disposisi (disposirion)

Edward [III (dalam Subarsono, 2010:91)
menyebutkan bahwa disposisi adalah watak dan
karakteristik yang dimiliki implementor dalam
menjaiankan sebuah kebijakan, Karakieristik tersebut
dapat berupa komitmen, kejujuran serta sifat
demokratis. Implementor akan dapat menjalankan
kebijakan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh
pembuat  kebijakan disaat implementor memiliki
disprsisi atau sikap yang baik. Sebaliknya, apabila
sikap atay perspektif yang dimiliki implementor
maka proses implementasi tidak dapat terlaksana
efektif,

Disposisi morupakan sikap, komauan, keinginan,
dan kecenderungana para pelaku kebijakan untuk
melaksanakan kehijakan yang sedang
diimplementasikan secara sungguh-sungguh sehingpa
apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudikan,

implementasi kebijakan ini dapat terlaksanakan
dengan baik apabila dar setiap stakeholders yang
terlihat nntuk

mempunyal tanggingiauah
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melaksanakannya dengan baik, sera tersedianya
unsur-unsur pendubumg dalam pelaksanaan program
tersehut, Malam implementasi program
pendistribusian raskin tersebut, harus melewati
tahapan, dimulai  dari  pendataan  hingga
pendistribusian beras miskin kepada keluarga yang
menjfadi penerima dari program Raskin.

1. METODE PENELITIAN

Jenis penefitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah jenis penelitian Deskriptif, Deskriptif vaitu
menggambarkan  keadsan atas
fenomena yang benar-benar terjadi di masyarakat.
Dengan analisisa date secara  kualitatif, telmik
pengumpuian data dengan wawancara, observasi, dan
dokumnetasi. Teknik analisis data terdii  dari
beberspa tahnpan vaitu dato reduction, data display,
dan  conclusion  drowing/verification.  Lokasi
penclitian  falah Kelurahan Benua Melayu Laut
Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Subjek
penelitian falsh Lurah sebagai Kepala Kantor,
Sekretaris Lurah, ¥Kesi Kesejahlersan Masyarakat
(Kesra), Kewa RT, Satuan Kerja Raskin Kelurahan
Benua Melayu Laut, Masyarakal yang Gdak
mendapatkan jatah raskin untuk diperoleh informasi.

yang sebenarmys

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Raskin adalah sebush program yang di
rancang oleh pemerintah, program tersebut bertujuan
untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah
tangga miskin melalui distribusi beras murah. Sasaran
program raskin 2013 adalah Rumah Tangga Miskin
(RTS) sesusi dengon hosil pendataan BPS tahun 2012
yang terdiri dari rumah tangga sangat miskin, rumah
tangen miskin, rumah tangga hampir miskin dengan
alokasi 15 kg/RTS/bulen selama 12 bulan dengan
harga Rp.1.600.=%g Netlo di titik distribusi. Program
ini mencakup seluruh propinsi, sementara langgung
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jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik
distribusi di Kelurahan/Desa dipegang oleh Perum
RO,

Raskin merupakan salah satu program pemerintah
untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan dalam
bentuk beras untuk seluruh daerah di Indonesia,
Kelurahan Benua Melayu Laut merupakan salah sato
kelurahan yang ada di Indonesia tepainya terletak di
Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak yang
melaksanakan program raskin, Program raskin
diharapkan mampu untuk membantu masyarakat
miskin & Kelurahan Benua Melayn Laot dalam hal
pemenuhan kebutuhan pangan dalam bentuk beras
murah.

Implementasi [Program Beras  Miskin
(Raskiny) Di Keluoahan Benua Melavu
Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak
dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan sejuk tahun
1997. Dalam pelaksanaannya, di tingkat Kelurahan,
Kantor Kelurahan merupakan intansi vang memiliki

Laut

wewenang  dalam  Mengimplementasibon  Program
Raskin bagi masyarakal miskin di Kelurahan Benua
Melayu Laul hingga sampai sekarang.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang
peneliti lakukan selama penelitian. Program raskin di
Kelurahan Benua Melayu Laut belum berjalan sesuai
dengan yang diharapkan, Hal tersebut di karenakan
masih banyak penduduk miskin yang scharusnya
mendapatkan raskin tetapi tidak mendapatkan raskin
dikarenakan penduduk miskin tersebut tidak termasuk
didalam data penduduk yang penerima raskin di
Kelurahan Benua Melayu Laut. Dari hasil observasi
penelid di lapangan dolam Pendistribusian Program
Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Benua Melayu
Laut masih belum memenuhi ketentuan yang beriaku.

Pemerintah melalui Program raskin berharap,
dapal menckan peningkatan  proporsi  penduduk
miskin. Namun, tingkal kemiskinan akan semakin

B
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tingzi jika tingkat ketepatan semakin rendah.
Semientara itu masalah ketepatan sasaran sendiri
dipengaruhi oleh mekanisme penentuanfidentifikasi
sasaran. Mengingat sasaran program adalah rumah
tangga miskin, kriteria dan mekanisme penentuzn atau
pengukoran kemiskinan menjadi sangat penting,
walaupun konsep dan pengukuran kemiskinan itu
sendiri masih diperdebatkan oleh banyak kalangan,

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi
peneliti babwa  masyarakit Benus  Meluyu
mayoritas mata pencehariannya adalah pedagang dan
buruh. Hasil observasi peneliti juga tidak adanya
pelaksanaan sosialisasi tentang program raskin ini
dikeluarkan di Kelurshan Benua Melayu Laul
Didalam penelitian ini juga penulis melakukan
wawanvara terhadap subyek penelitian yang dianggap

T

tahu tentang permasatahan yang ditelit.

i Kelurahan Benua Melayu Lawt penduduk yang
menerima jatah raskin sejumiah 146 Rumah Tangga
Sasaran (RTS) yang terdaftar sebagai Rumah Tanggs
Miskin _ yang berhak menerima Taskin.  Dalam
kenyataannya dilapangan jumlah penduduk miskin di
Kelurahan Benua Melayu Laut seharusnya lebih dari
140 BTS. Masih terdapai masyarakat miskin yang
tidak terdata schingga tidak mendapatkan raskin.

Untuk menjawab pertanyaan  tersebut  pada
pembahasan ini penulis akan menganalisis faktor-
{aktor yang mempengaruhi implementasi Raskin Di
Kelurahan  Benua  Melayu  Laut  dengan
mengidentifikasi faktor-faktor model fmplementasi
kebijakan yang disampaikan oleh George C. Cdwards
II1.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Implementasi Beras Miskin (Raskin).
1. Komunikasi

Dalam implementasi suatu kebijakan publik,
salah zatu penentu utoma dori suatu keberhasilon
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adalah komunikssi. Komunikasi dalam hal ini
diartikan scbagai proses penyampaian informasi
kebijakan kepada pelaksana kebijaksn dan kelompok
sasaran. Dengan adanys komunikasi yang baik antara
yang membuat kebijakan dengan target atau sasaran
dari kebijakan publik tersebut. Implementasi akan
berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-
wjuan kebiiakan dipahami oleh individu-individu
yang bertangpungjawab dalam pencapaian tujuan
kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan
dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat
dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman
dari ukuran dasar dan wjuan perlu dikomunikasikan
sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran
maupun tujuan kebijakan itu. Melihat hal ini. harus
adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Agar implementasi berjalan  efektif, siapa yang
bertanggungjawab melsksanakan sebuah keputusan
harus  mengetahui  apakah  mereka  dapat
melakukannya, Sestungguhnya
kebijakan harus diterima oleh semua personel dan
harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi
maksud dan tujuen kebijakan. Tujuan dengan
diadakannya terschut adalah
menyampaikan informasi {enfang program Raskin
kepada pihak masyarakat. Maka dari itu sosialisasi
harus dilakukan dari Kabupaten/Kola, Kecamatan,
Kelurahan/Desa, dan Dusun, secara berjenjang dan
berkesinambungan.  Prinsipnya  adalah  peserta
sosialisasi di tngkat yang paling atas akan menjadi
fasilitator pada kegiatan soslalisasi ditingkat bawah,

Pelaksana Distribusi adalah Kelurghan dibantu
olch aparat bawabannya serta wakil masyarakat
apabila diperlukan yang bertugas mendistribusikan
Raskin kepada penerima manfaat. Penerima Manfaat
adalah dari keluarga/masyarakat miskin di Kelurahon
yang berhak menerima beras raskin  ditentulan
berdasarkan data BPS.

implementasi

sosialisasi
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Agar pelaksanaan program berjalan dengan
fancar dan tepat pada sasaran, perlu dilakukan
penjelasan aten sosialisasi apakah program Raskin
tersebut, bagaimana prosedurnya, siapa saja yang
berhak dan tidsk berhsk menerima beras miskin
(Raskin), dan sebagainya. Berdasarkan hasil
penelitien, dalam  proses implementasi program
bantuan beras miskin (Raskin) di Kelurahan Benua
Melayu Laut, pelaksanaan sosialisasi sangat jarang
dilakuken kepads masyarakat sehingga pengetshuan
masyarakat mengenai Raskin sangat minim, bahkan
banyak dianteranyz sama sekali tidek mengetahui
mengenai Raskin. Berdasarkan hasil wawancara
peneliti, terkait dengan sosialiasi tentang Raskin.

1. Sumber Daya

Faktor kedua dalam model implementasi vang
dikemukankan oleh Edward [I1 yaitu mengena
sumber daya. Sumber deys merupakan salah satu
faktor pendukung yang sangat penting dalam proses
implementasi. Faktor sumber daya menjadi faktor
yang sangal peonling sebagal iolak  whwr  bagi
keberhasilan suatu kebijokan, karena kita ketahui
bahwa pengimplementasian suatu kebijakan tidak
lepas dari bagaimana kita memanfaatkan dan
mengolah sumber daya yang ada yaitu sumber days
manusia,. Tanpa ketersedigan sumber daya yang
memadal maka pelaksanaan implementasi akan
mengalami  hambatan, Kompenen sumberdmyn ini
meliputi jumlgh staf, keahlian dar pera pefaksana,
vang relevan  dan  cukup  untk
mengimplementasikan  kebijakan dan pemenuhan
sumber-sumber terkait dalam pelaksansan program,

informasi

adanya kewenangan yang menjamin bahwa program
dapat  diarshkan kepada sebagaimana yamg
diharapkan, serta adanva fasilitas-fasilitas pendukung
yvang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan
program. Dalam  pengimplementasian  kebijakan
sumber daya manusia merupakan kunci  bagi
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disclenggaranya suatu kebijakan karena manusia
beracds  diposisi sebapai pengolah  kebijakan dan
merupakan  sumber  daya  tlerpenting dalam
menentukan  berhasil  ataw  tidaknya  suatu
implementasi program.

Dalam pelaksana implemntasi program beras
miskin bagi masyarakat miskin 4i Kelurahan Benua
Melayu Laut terdapat kendala yang dibadapi, salah
satunva kelerbatasan sumber days yang didapaL
Dalam hal ini yang di maksud dengan sumber daya
dalam implementasi program beras miskin  bagi
magsyarckat miskin i Kelurshan Benpa Melayu Laut
adalsh sumber daya dari beras msikin itu sendiri
dalam kualitas beras miskin dan tidek kurang tepat
sasaran kepada masyarakat yang menerima Raskin.
Masih terdapat beberapa masalah yang menjadi salah
satunya masygrakal yang benar-benur miskin tidak
mendapatkan hak sebagai penerima Raskin,
sedangkan masyarakat yang distas ekonominya haik
masih menerima. Masih ada masalah  yang lain,
masyarakal yang menerima beras miskin terkadang
mendapatkan beras miskin yang tidak layak di
konsumsi dan masalah lainnya lagi masih ada
beberapa masyarakai yang benar-benar miskin tidak
dapat mengambil beras miskin sesuai waktu yang
telah ditentukan, dengan alasan belum ada biaya dan
transportasi untuk menempuh jarak dari rumah ke
Kelurahan Benua Melayu Laul tersebut.

3. Disposisi.

Edward II1 (dalam Subarsono, 2000:91)
menyebutkan bahwa disposisi adalah watak dan
karakicristik vang dimiliki dalam
menjalankan sebuah kebijakan. Karakteristik tersebut
dapat berupa komitmen, kejujuran serta  sifal
demokratis. Implementor akan dapat menjalankan
kehijakan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh
pembual  kebijakan disasl lmplementor  meniliki
disposisi atau sikap yang baik. Sebaliknya, apabila
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sikap atau perspektif yang dimiliki implementor
berbeda dengun vang diharapkan pembuoat kebijakan
maka proses implementasi tidak dapat terlaksana
efekiif,

Dialam rangka pelaksanaan implementasi raskin,
keseriusan sikap implemetor dirasakan sangat kurang.
Hal tersebul dirasakan dengan kurangnva keseriusan
implementor dalam hal ini BPS yang bertugas
didalam pelaksanaan pendotnan wargs miskin. Dalam
pelaksanuan implementast raskin di kelurahan Benua
Melayu Laut banyak masyarakat msikin yang berhak
mendapatkan  raskin  tidak  mendapatkan  raskin
dikarenakan tidak terdata didalam jumlsh penerima
raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut.

Implementor yang menguasai substansi kebijakan
yang dilaksanakan harus sesual  ketentuan vang
berlaku. MNamun dalam beberapa hal, protes
masyarakal masih ferus bermunculan dalam proses
pelaksanman  implementasi, sslah  sulunys  sduluh
mengenai wakiu dan pendataan.

SBalah satu henmtuk protes masvarakat dalam
pendataan vang lidak maksimal tidak menampakkan
tanggapan dari petugas pendataan. Dalam pelaksanaan
implementasi program raskin, keientuan-ketentuan
yang diatur dalam pedoman leknis tersebut tidak
sepenuhnya terlaksans. Disposisi implementor tidak
sesual dengan apa yang diemanatkan dalam kebijakan
yang dijalankan. Jiks dikaji kembali mengensi
pengetahuan dan pemahaman implementor, pada
pmumnya implementor telah mengetahui substansi
dari kebijakan vang dijalankan, namun ternyata hanya
dengan bekal pengetahuan dan pemahaman mengenai
kebijakan vang dijalankan tidok cukup wmiuk
membentuk sikap atau disposisi implementor yang
baik, Karakteristik implementor berupa komitmen
tidak ditunjukkan implementor dalam pelaksanaan
implementasi, ha! ini ditunjukkan dengan tidak
adanya homitmen dar  implomentor  dalam  hal
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memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
ketidokpedulian  implementor
terhadap masyarnkat miskin yang tidak terdata,

schingea  muncul

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan
yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya, maka
beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan
berkenaan dengan faktor-fakior vang menyebabkan
implementasi progeam raskin Ji Kelurahan Benuva
Melayu Laut belum berhasil., adapun faktor-faktor
yang dimaksud diantaranya yaitu:

1. Komunikasi

Dalam mensosialisasikan scbuah  kebijakan
tentunya harus melalui koordinasi dengan pihak
terkait skar dalpm pelaksspaannys tidak mendepat
kesulitan  schingga  kebijakan  yang  ingin
disosialisasiken kepada masyarakat dapat memperoieh
hasil yang maksimal. Salah satu penyebab kurangnya
pecmahaman masyarakal terhadap program  beras
miskin (raskin) adalah kurangnya diadakannya
sosiglisasi sehingga masyarakat kurang mengenai
pemahaman tentamg program heras miskin (raskin)
dan bersikap tidak peduli.

1. Somherdaya

Keberhasilan implementasi  kebijakan sangat
terganiung dari kemampusn memanfaatkan sumber
daya yang tersedia. Dengan adanya sumber daya
manusia vang berkualitas dan tepat sasaran. Dalam
hal ini, sumber daya di Kelurahan Benua Melayu Laut
masih terbilang beras lidak tepal kualilas karena beras
yang biasa didapatkan oleh masyaraket masih ada
yang hancur dan berkutu, sehingga terjadi ketidak
TYETNHRER tersebut
mengkonsumsi beras miskin yang ada. Dan masih
terdapal masyarakal miskin  yang  benar-benar
memeriukan raskin tersebut malah tidak mendapatian

masyarakal  miskin untuk
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jatahnya, yang pada akhimya akan mengakibatkan
pendistribusian beras tidak tepat sasaran dan tidak
tepat kualitas.

3.  Disposisi

Disposisi atas sikap darl para pelaksana
kebijakan dalam proses implementasi program
Kurangnya perhatian pemerintah dalam hal ini pihak
implementor Perum Bulog mengenai masalah di
dalam implementasi program raskin di Kelurahan
Benua Melayy Laut, dalam hal ini
banvaknya masyarake! miskin yang tidak terdata
sehagal penerima raskin  mengakibatkan sikap
pelaksana di Kelurahan dalam  menjalankan
tugasnya schingga skan memungkinkan pihak
Kelurahan melakukan hal-hal yang tidak sesuai
dengan ketentuan agar tidak menimbulkan masalah
yang berfarut-larut, Banyak kritikan dan masukan
dari masyarakat mengenai sikap implemnetor di
dalam melaksanakan tugasnyn dan kesan dari sikap
implementorpun  tidak peduli (acuh tak acuh)
terhadap tangpapan masyarakat.

masih

D. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditakukan
peneliti merasa sangat perlu untuk memberikan
masukan agar kedepannya proses implementasi
program beras miskin di Kelurahan Benua Melayu
Lauwt lebih baik. Adapun saran yang dapat diberikan
penilis sebagai suaty masukan adalah sebagai berikut:

1. Mengenai pemberitahuan mengenal program
raskin kepada masyarakat perlu disdakannya
sosialisasi secara konsisten mengenai program
raskin sehingga masyarakat mengerti dan paham
mengenai program raskin serta mengetahui hak
micreka untuk memperoleh raskin,

2. Sumber daya yang masih kurang memadai harus
mendapat perhatian khusus dari pemerintah,
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karena setiap pelaksanaan implementasi program
beras miskin (Raskin) harus didubung oleh
symber daya yang memadni pula, Sumber dava
harus memadai secara kualitas dan tepal sasaran,
sehingga penambahan sumber daya manusia
harus dikaji dari dua sisi tersebut. Faktor yang
mempengaruhi  dalam  sumber daya adalsh
sumber daya manusia yang sangat mempengaruhi
dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin.

3. Perlu ditingkatkan sikep implementor dalam
implementasi program raskin sehingga di dalam
Implementasi masalah-masalah yang terjadi pada
implementasi program raskin di Kelurahan Benua
Melayu Laut dapat tersclesaikan, Para pelaksana
teras raskin terutama mercka yang melakukan
survey terhadap sispa smja  vang berhak
mendapatkan  heras  taskin  sebaiknva  lebih
meningkatkan tugasnya di dalam pendataan yang
secara lebih detadl lagi sehingpa sasaran dan
program raskin dapat jelas dan tepat dengan
bekerja sama melibatkan para RT/RW dalam
pendataan warga miskin yang berhak menerima
raskin,
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